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KATA PENGANTAR 

 

 

Pemerintah sangat membutuhkan informasi dari unit pelayanan instansi 

pemerintah secara rutin, dengan harapan mampu memberikan gambaran mengenai 

kualitas kepuasan pelayanan yang maksimal menampilkan wajah yang selalu tersenyum 

ramah dalam melayani pencari keadilan, tertib, menarik dan kemampuan untuk 

mewujudkan hasil guna dan daya guna di instansi pemerintah kepada masyarakat, oleh 

karena itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar 

mengadakan survei ini. Survei Kepuasan Pengguna Layanan di Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar didasarkan pada Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 14 Tahun 2017 

tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara 

Pelayanan Publik. 

Pelaksanaan survei dan laporan survei ini, masih perlu perbaikan-perbaikan ke 

depan agar dapat lebih baik. Kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima. 

Semoga laporan ringkas ini, berguna bagi berbagai pihak, khususnya segenap pegawai 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar dan masyarakat 

pengguna layanan di Kabupaten Karanganyar. 

 

 

 Karanganyar,     November 2023 

 KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 

 KABUPATEN KARANGANYAR 

  

  

  

 SUNDORO BUDHI KARYANTO, S.Sos., M.A.P. 

 NIP.19720620 199203 1 002 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib 

mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya 

membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan 

akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep 

pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong 

kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran. 

Dalam mengamanatkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 

maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. 

Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan 

masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas 

pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik 

akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, 

sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan. 

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa sebagai salah satu penyedia layanan publik di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, maka perlu diselenggarakan 

survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap 

pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PAN RB No. 14 

Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM 

yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. 

Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat 

masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif. 

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi 

penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga 

kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima 

maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara 

dapat terpenuhi. 
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B. Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat 

• Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 

• Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang 

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 

• Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan 

Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. 

 

C. Maksud dan Tujuan 

Maksud dan tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran 

kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, 

terhadap mutu dan kualitas pelayanan yang telah diberikan oleh Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa. 

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah : 

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja 

penyelenggara pelayanan;  

2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

publik; 

3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam 

menyelenggarakan pelayanan publik; 

4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik 

yang diberikan. 

 

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:   

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam 

penyelenggara pelayanan publik;  

2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit 

pelayanan publik secara periodik;  

3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang 

perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;  

4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil 

pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah; 

5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup 

Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;  

6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan. 
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BAB II 

PENGUMPULAN DATA SKM 

 

1. Pelaksana SKM 

Untuk melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) telah dipersiapkan 

beberapa perangkat pendukung berupa Pelaksana / Petugas yang akan melaksanakan 

survei dan penyusunan kepuasan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat 

dan Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Desa Kabupaten Karanganyar, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut : 

Pengarah : Sundoro Budhi Karyanto, S.Sos., M.A.P. 

Ketua : Kusbiyantoro, S.Sos., M.M. 

Anggota : Agus Cahyono, S.Sos., M.S.i. 

  Ngadiyono, S.E., M.M. 

  Andri Yudiyanto, S.E. 

  Fajar Setya Nugraha, S.Kom. 

  Andi Prasetyanto, A.Md. 

Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar 

tentang Tim Pembentukan Tim Survei Kepuasan Masyarakat terlampir. 

 

2. Metode Pengumpulan Data 

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner manual yang disebarkan kepada 

pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur 

pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan 

Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan 

Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan 

dalam kuesioner SKM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu : 

1. Persyaratan :  Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan 

suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. 

2. Sistem, mekanisme dan prosedur : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang 

dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan. 

3. Waktu penyelesaian : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk 

menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. 

4. Biaya/ tarif : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan 

dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang 

besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan 

masyarakat. 

5. Produk spesifikasi jenis pelayanan : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah 

hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah 
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ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis 

pelayanan. 

6. Kompetensi pelaksana : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus 

dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman 

7. Perilaku pelaksana : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan 

pelayanan. 

8. Sarana dan prasarana : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai 

alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang 

merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, 

proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan 

prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung). 

9. Penanganan pengaduan, saran dan masukan : Penanganan pengaduan, saran 

dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak 

lanjut. 

 

3. Lokasi Pengumpulan Data 

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan melalui website yang telah 

disediakan atau melalui link yg disebar di group whatsapp, Pengisian kuesioner dilakukan 

sendiri oleh responden sebagai penerima layanan. Dengan cara ini penerima layanan 

dapat melakukan pengisian sendiri dimanapun dan kapanpun. 

 

4. Waktu Pelaksanaan SKM 

Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu (periode) tertentu yaitu 1 

(satu) tahun. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama 6 

(enam) bulan dengan rincian sebagai berikut: 

 

Tabel 1. Waktu Pelaksanaan SKM 

No. Kegiatan Waktu Pelaksanaan Jumlah Hari 

Kerja 

1. Persiapan Januari 2023 5 

2. Pengumpulan data Januari – November 2023 231 

3. Pengolahan data dan analisis hasil November 2023 5 

4. Penyusunan dan pelaporan hasil November 2023 5 
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5. Pengolahan Data 

1. Tabulasi Data 

Kuesioner yang masuk disusun/ditabulasi secara berurut, dikelompokkan 

menjadi dua yaitu data responden dan data isian responden.  

2. Metode Pengolahan Data 

Nilai SKM dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-

masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan Survei Kepuasan Masyarakat 

terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang 

yang sama dengan rumus sebagai berikut: 

 

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata 

tertimbang dengan rumus sebagai berikut : 

 

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 – 100 maka 

hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus 

sebagai berikut : 

 

 

Mengingat unit pelayanan menpunyai karakteristik yang berbeda-beda, maka setiap 

unit pelayanan dimungkinkan untuk : 

a. Menambah unsur yang dianggap relevan. 

b. Memberikan bobot yang berbeda terhadap 9 unsur yang dominan dalam unit 

pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1 

  

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑈𝑛𝑠𝑢𝑟
=  

1

9
= 0,1111 

𝑆𝐾𝑀 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑝𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑢𝑛𝑠𝑢𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑛𝑠𝑢𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑖
 𝑥 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑖𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔 

𝑆𝐾𝑀 𝑢𝑛𝑖𝑡 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑥 25 
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Tabel 2. Nilai Persepsi, Interval SKM, Interval Konversi SKM, Mutu Pelayanan dan 

Kinerja Unit Pelayanan 

Nilai 

Persepsi 

Nilai Interval 

SKM 

Nilai Inverval 

Konversi SKM 

Mutu 

Pelayanan 

Kinerja Unit 

Pelayanan 

1 1,00 – 1,75 25 – 43,75 D Tidak memuaskan 

2 1,76 – 2,50 43,76 – 62,50 C Kurang memuaskan 

3 2,51 – 3,25 62,51 – 81,25 B Memuaskan 

4 3,26 – 4,00 81,26 – 100,00 A Sangat memuaskan 

 

3. Pengujian Kualitas Data 

Pendapat masyarakat yang dijaring melalui kuesioner analisanya dipertajam 

dengan memilah responden berdasarkan jenis kelamin, pendidikan terakhir dan 

pekerjaan. Informasi ini dibutuhkan untuk mengetahui profil responden dan 

kecenderungan jawaban yang diberikan sebagai bahan analisa obyektif 
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BAB III  

HASIL PENGOLAHAN DATA SKM 

 

A. Jumlah Responden SKM 

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang 

diperoleh yaitu 367 orang responden, dengan rincian sebagai berikut : 

 

Tabel 3. Jumlah Responden Berdasarkan Karakteristik 

No. Karakteristik Indikator Jumlah Persentase 

1. Jenis Kelamin Laki 251 67,11 % 

  Perempuan 123 32,89 % 

     

2. Pendidikan SMP 2 0,53 %  

  SMA 158 42,25 %  

  DI 5 1,34 % 

  DII 2 0,53 % 

  DIII 53 14,17 % 

  S1 150 40,11 % 

  S2 3 0,80 % 

   1 0,27 % 

     

3. Pekerjaan PNS 9 2,41 % 

  Swasta 17 4,55 % 

  Wiraswasta 8 2,14 % 

  Lainnya 338 90,37 % 

   2 0,53 % 

 

B. Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan) 

Pengolahan data SKM menggunakan aplikasi berbasis web dan diolah secara 

langsung, diperoleh hasil sebagai berikut : 

Tabel 4. Jumlah Responden Berdasarkan Karakteristik 

 

Nilai Unsur Pelayanan 

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 

Persyaratan Prosedur 
Jangka 

Waktu 
Tarif Produk Kompetensi Perilaku Sarpras Pengaduan 

IKM per 

Unsur 
3,107 3,110 3,048 3,898 3,118 3,152 3,142 2,893 3,596 

Kategori B B B A B B B B A 

IKM Unit 

Layanan 
80,65 (B atau Baik) 
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Berdasarkan tabel di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini 

 

Gambar 1. IKM per Unsur Layanan 
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BAB IV 

ANALISIS HASIL SKM 

 

A. Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Pelayanan 

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :  

1. Sarana dan Prasarana mendapatkan nilai terendah yaitu 2,893. Selanjutnya Waktu 

Pelayanan mendapatkan nilai 3,048 nilai terendah kedua. Persyaratan mendapatkan 

nilai 3,107 termasuk tiga unsur terendah. 

2. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Biaya/Tarif mendapatkan 

nilai 3,898, Selanjutnya Penanganan Pengaduan mendapatkan nilai 3,596. 

Selanjutnya Kompetensi Pelaksana mendapatkan nilai yaitu 3,152. 

 

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

1. Sarana dan Prasarana, dimana ketersediaan aula dan gedung dinilai kurang 

memadai (sempit) dan tidak adanya ruang pelayanan khusus. Sehingga 

mengakibatkan ketidaknyamanan bagi pengguna layanan Dispermades Kabupaten 

Karanganyar. 

2. Waktu Pelayanan, waktu penyelesaian pelayanan dirasakan masih lama oleh 

masyarakat karena birokrasi yang panjang dan melibatkan banyak pihak sehingga 

membutuhkan waktu yang cukup lama. 

 

B. Tren Nilai SKM 

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat 

perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan 

survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk 

melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai 

bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan 

(tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta 

kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat melalui grafik berikut : 
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Gambar 2. Nilai SKM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019-2023 
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BAB V 

KESIMPULAN 

 

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Tahun 

2023, dapat disimpulkan sebagai berikut : 

• Pelaksanaan pelayanan publik di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 

secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Baik dengan nilai SKM 80,65. 

Meskipun demikian nilai SKM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

menunjukkan konsistensi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2019 

hingga 2023. 

• Unsur pelayanan yang masih mempunyai nilai paling rendah, yaitu unsur sarana 

prasarana dengan 2,893 dimana ketersediaan aula dan gedung dinilai kurang 

memadai dan tidak adanya ruang pelayanan khusus. Sehingga mengakibatkan 

ketidaknyamanan bagi pengguna layanan Dispermades Kabupaten Karanganyar.  

• Untuk mengatasi hal tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat berusaha 

meningkatkan kualitas dan kuantitasnya dengan cara merencanakan penambahan 

dan perbaikan sarana prasarana perbaikan pelayanan melalui anggaran APBD.  

 

 

 Karanganyar,     November 2023 

 KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 

 KABUPATEN KARANGANYAR 

  

  

  

 SUNDORO BUDHI KARYANTO, S.Sos., M.A.P 

 NIP.19720620 199203 1 002 
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LAMPIRAN 
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1. SK Pembentukan Tim Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2022 
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2. Kuesioner 
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3. Pengolahan Hasil SKM 

  

 


